Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kalimantan Tengah (Studi Kasus No 8/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Plk by Romindo, Jerry
  
65 
 
BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah di uraikan, 
maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Upaya yang dilakukan BAPAS dalam rangka menggali realitas kasus  
dalam tindak pidana anak Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk yaitu 
kasus anak yang bernama Bayu Zulkarnaen yang berumur 16 tahun dan 
pekerjaan sebagai pelajar telah melakukan pendampingan sejak awal sesuai 
dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 
Pemasyarakatan.  
 
2. Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS tidak 
sepenuhnya digunakan hakim dalam memutus putusan, yang seharusnya 
didalam kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk atas anak  yang bernama 
Bayu Zulkarnaen menurut  pasal 7 ayat 1  UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi” 
tetapi nyatanya dalam putusan hakim tidak dilakukan secara Diversi, 
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melainkan mendapat pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) 
hari.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat peneliti 
kemukakan sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Pihak BAPAS untuk meningkatkan perannya dalam melakukan hasil 
penelitian kemasyarakatan atas realitas kasus dalam tindak pidana anak, 
karena akan membantu Anak yang terkena ancaman pidana atas jeratan 
hukum yang menimpanya, sehingga keputusan hakim benar-benar 
memperhatikan dan mempertimbangkan atas hasil penelitian oleh BAPAS. 
2. Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 
korban tindak pidana, hendaknya aparat penegak hukum khususnya pihak 
Penuntut Umum Anak semakin meningkatkan sosialisasi dan menerapkan 
kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman 
tentang diversi, apa maksud diversi, dan tujuan dilaksanakannya diversi. 
3. Bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, 
hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan 
kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak 
sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak anak sebagai 
pelaku dapat benar-benar dilindungi. 
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